
BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 16TAHUN2OIT

TENTA}{G
PEMBENTUKAM9 (SEMBILAN BELAS) DESA

DI KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan untuk meningkatkan peyanan
publik guna terwujusnya kesejahteraan masyaraLat
pedesaan di Kabupaten Donggala, maka dipandang perlu
melakukan pemekaran dan membentuk desa;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 216 ayat.(l)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 2 ayat (l) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa, dipandang perlu adanya pembentukan desa
baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan 19
(sembilan belas) Desa di Kabupaten Donggala;

3l r



Mengingat : I .

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (t embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I E22);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lanbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4E44);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234
Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 1999 tentang
Pemindahan lbu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari
Wilayah Daerah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala
Kecamatan Banawa (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor l35,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3669);
Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
l5S,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun
2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2003 Seri E Nomor
9,Tambahan Lembaran Daerah Nomor l5);

)-

5.

6.

'7.
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Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor l0 Tahun

2005 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran

Daerah Kobupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor
l0,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Daerah lkbupaten Donggala (Lembaran

Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala

Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun

200E tentang Desa (trmbaran Daerah Kabupaten

Donggala Tahun 2008 Nomor 4):

Dengan Persetujuan Benama

DEWAN PERWAKILAN RAICAT DAERAII KABUPATEN DONGGALA

dan

BTJPATI DONGGALA

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATT]RAN DAERAH KABT]PATEN

DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN I9

(SEMBILA}I BELAS) DESA DI KABTJPATEN

DONGGALA

8.

9.

10.
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BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

L Daerah adalah Kabupaten Donggala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangftrt daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Donggala.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Dongggala.

4. Pimipinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang Selanjutnya dis€but

Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.

5. Selaetaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Donggala.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten

Donggala.

7. Desa atua yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

ke$tuan masyarakat hukum yang memilik batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa

yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau

lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

9. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa

dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pmerintahan desa
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ll. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya.
selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan desa.

12. Lembaga Kemasyarakatan alau yang disebut dengan lain adalah lembaga

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan

mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat RANPEPDA'

adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggsla tentang

Pembentukan Desa.

14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.

15. Peraoran flesa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh

Badan Permusyawaratan Desa b€rsama Kepala Desa.

BAB N
TUJUAII
Pasal 2

Pembentukan desa didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan

meningkatkan kemampuan penyelenggaroan pemerintahan desa dan pelayanan

terhadip masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa sehingga dapat meningl€tkan kesejahteraan masyarakat desa

BAB Itr
Pf,MBENTUKAI{, LUAS WILAYAH' BATAS DESA

DAN JUMLAII PEIIDUDUK
Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

l) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk l9 (sembilan belas) Desa yang berada

di I I (sebelas) Kecamatan dalam Daerah
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2) Nama-nama Desa yang dibentuk sebagaimana sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) adalah sebagai berikut :

a. Desa Kanagalongga sebagai hasil dari pemekaran Desa Tamodo
Kecamatan Pinembani;

b. Desa Karavia sebagai hasil dari pemekaran Desa palintuma Ke€amatan
Pinembani;

c. Desa Kaliburu Kata sebagai hasil dari pemekaran Desa Kaliburu
Kecamatan Sindue Tombusabora:

d. Desa Lampo sebagai hasil dari pemekaran Desa Lumbudolo Kecamatan
Banawa Tengah;

e. Desa Wani Tiga sebagai hasil dari pemekaran Desa Wani Satu Kecamatan
Tanantovea;

f. Desa Wani Lumbumpetigo sebagai hasil dari pemekaran Desa Wani Satu
Kecamatan Tanantovea

g. Desa Lembasada sebagai hasil dari pemekaran Desa Tolongano
Kecamatan Banawa Selatan;

h. Desa Sarombaya sebagai hasil dari pemekaran Desa Bambarimi
Kecsrnatan Banawa Selatan;

i. Desa Salusumpu sebagai hasil dari pemekaran Desa Lalombi Kecamatan
Banawa Selatan:

j- Desa Long sebagai hasil dari pemekaran Desa Rerang Kecamatan Damsol;
k. Desa Labuan Lumbubaka sebagai hasil dari pemekaran Desa Labuan

Kungguma Kecamatan Labuan;
L Desa Kavaya sebagai hasil dari pemekaran Desa Marana Kecamatan

Sindue;
m. Desa Sipure sebagai hasil dari pemekaran Desa Sibayu Kecamatan

Balaesang;
n. Desa Kampung Baru Sibayu sebagai hasil dari pemekaran Desa Sibayr I .

Kecamatan Balaesang;
o. Desa Simagaya sebagai hasil dari pemekaran Desa Sibualong Kecamatan

Balaesang;
p. Desa Bengkoli sebagai hasil dari pemekaran Desa Ogoamas I Kecamatan

Sojol Utara.
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q. Desa Sindosa sebagai hasil dari pemekaran Desa Tamarenja Kecamatan

Sindue Tobata.
r. Desa Tavanggeli sebagai hasil dari pemekaran Desa Tamodo Kecamatan

Pinembani;
s. Desa Tanarnpulu sebagai hasil dari pemekaran Desa Malino Kecamatan

Banawa Selatan.

Brgien Kedua
Luas WilaYeh dan Brtas Desr

Paragref I
Desa Kanrgalongga

Pasal 4

(l) Luas wilayah Desa Kanagalongga' $A11n"t- 
Pinembani edlalah 2'221'67

'-' 
Ha, dengan batas administrasi sebagaiterikut: , - -^-'^.a. Se&lah utara berbausan dengan Desa lnduK lamo{o;

[. i"U"f"rt selatan berbatasan dengan Desa Pllin]t"t,

". i"U"fuft ti.or berbatasan dengan Desa lnduk Tamodo; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa GimPubla'

(2) Batas-batas wilayah sebapima"a dimaksud pada.ayat.(l) dituangkan dalam

bentuk Peta Desa sebagairiana tlrcantum daiam -lampiran 
I' dan merupakan

["gi"" tiJ"f 
".pisahk; 

dari Peraturan Daerah ini'

Paragraf 2

Desa Ksrsvis
Pasal 5

( 1) Luas wilayah Desa Karavia' Kecamatan Pinembani adalah 't '664'62 Ha"

denqan batas wilaYah :

;"";;l"rt 
"t-u, 

berbatasan dengan D1* cl'nf'b'3:,'-*

I S.U"i^ft *f"^ berbatasan dengan Desa Induk Palrnuma;

c. Sebelah timur u"ruutusfr?e;;;;;" Baluase Kecamatan Dolo Selatan

Kabubaten Sigi; dan

d. ietelatr barat berbatasan dengan Desa Bambakanini'
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(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam
Fnluk lgta Desa sebagaimana tercantum daiam lampiran II, dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

paragraf 3
Dess Klliburu Kstr

Pasal 6
Luas wilayah Desa Kaliburu Kat& Kecamatan Sindue Tombusabora adalah
I .912,4 Ha dengan batas wilayah :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batusuya dan DesaTamarenja;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Indui Kaliburu:
c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten parigi Moutong; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat i,lakassar.-
Batas-batas wilayah_ sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam

F"3k f:q Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III, dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini

peregraf 4
Dese Lampo

Pasal 7

Luas wifayah Desa Lampo, Kecamatan Banawa Tengah adalah 645,24 Ha,
dengan batas wilayah :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Induk Lumbudolo:
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa powelua;
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Loli Dondo; dand. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tosale.

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam
bentuk Peta Desa sebagaimana tercantum dalim lampiran'lV, dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(l)

(2)

(l)

(2)
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(l)

(2)

Paragraf 5

Desa Wani Tiga

Pasd 8

Luas wilayah Desa Wani lll, Kecamatan Tanantovea adalah 4.000 Ha dengan

batas wilayah :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kaili/Desa Labuan Kungguma

Kec€mstan Labuan;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk Wani Satu;

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Induk Wani Satu; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa l-abuan Kungguma Kecamatan

Labuan.
Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam

bentuk Peta Desa sebagaimana terca$tum dalam lampiran V, dan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragnf 6

Desa Wani LumbumPeiigo

Pssal 9

Luas wilayah Desa Wani Lumbumpetigo'

l8l Ha, dengan batas wilaYah:

a. Sebelah utara berbatasan dengan f)'esa

(l) Kecamatan Tanantovea adalah

Labuan Kungguma Kecamatan

Labuan;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk Wani Satu;

c. Sebelah timur berbatasan deng-an Desa lnduk Wani Satu dan Desa Wani

Dua; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan

dan Desa Wani Dua.

(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam

'-' U""t"f. peta Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, dan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
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Paragraf 7

Desa Lembasada

Pasal l0
(1) Luas wilayah Desa Lembasad4 Kecamatan Banawa Selatan adalah

472 Ha, dengan batas wilayah :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lumbu Tarombo;
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Induk Tolongano; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanahmea.

(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan
dalam bentuk Peta Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran VII,
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Peragraf 8

Desa Sarombava

Pasal 1l

(l) Luas wilayah Desa Sarombay4 Kecamatan Banawa Selatan adalah
1.090 Ha dengan batas wilayah :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Induk Bambarimi;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk Bambarimi.;
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Induk Bambarimi dan Desa

Salungkaenu; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Induk Bambarimi.

(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk Peta Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII,
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Daerah ini
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Paragraf 9
Desa Salusumpu

Pasrl 12

( I ) Luas wilayah Desa Salusumpu, Kecamatan Banawa Selatan adalah 1.065 Ha'

dengan batas wilayah:
a. Sebelah utara berbatasan dengsn Desa Tanahmea;

b. Sebelah selatan bertatasan dengan Desa Induk Lalombi;

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Salumpaku dan Desa Bambarimi;

dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Induk Lalombi.

(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam

b€ntuk Peta Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran lX, dan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Prregref l0
Dese Long

Posal 13

(l) Luas wilayah Desa tnng, Kecamatan Damsol adalah 2'691 Ha. dengan batas

wilayah :

a. Sebetatr utara berbatasan dengan Desa Induk Rerang (Dusun Bayang);

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk Rerang (Gunung Merah);

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lemba Mukti; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar'

(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam

bentuk peta sebagaiman" t"tcanturn dalam lampiran X, dan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 11

Desa Irbuan Lumbubaka
Prsal 14

( l ) Luas wilayah Desa Lumbubaka' Kecamatan labuan adalah 2' 109 Ha' dengan

batas wilayah :
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Sebelah utara berbatasan dengan Desa tabuan Toposo;
Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk Labuan Kungguma dan;
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten narigi Moutong; dan
Sebelah barat berbatasan dengan Desa L,abuan panimba.

(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam
bentuk Peta Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

paragraf l2
Desa Marene Kavayr

Luas wilayah Desa Marana Kavaya, Kecamatan Sindue adalah 357 Ha,
dengan batas wilayah :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Enu dan Desa Saloya;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Marana Induk;
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Marana Induk; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan datam
bentuk Peta Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam
bentuk Peta Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

a.

b.
c.
d.

(l)

(2)

Paragnf 13
Desa Sipure

Pssal 16

(l) Luas wilayah Desa Sipure, Kecamatan Balaesang adalah 844 H4 dengan
batas wilayah :

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sibal,u Induk;
Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simagaya;
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Parimo; dan
Seb€lah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

a.

b.
c.

d.
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Paragraf l4
Desa Kampung Baru Sibayu

Passl 17

(l) Luas wilayah Desa Kampung Baru Sibayu, Kecamatan Balaesang adalah

695,3 Ha, dengan batas wilayah:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Budi Mukti dan Parisan Agpng;

b. Sebelah selatan b€rbatasan dengan Desa Sibayu Induk;

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa SibalTr Induk; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Malino.
(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam

bentuk Peta Desa bagaimana tercantum dalam lampiran XIV, dan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf l5
Ilesa Simagaya

Passl lE

(l) Luas wilayah Desa Simagayq Kecamatan Balaesang adalah 3'll2 Ha'

dengan batas wilayah :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sibayu;

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sibualong Induk;

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tada Kabupaten Parigi Moutong;

dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar'

(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam

bentuk Peta Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran XV' dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf l6
Desa Bengkoli

Pasal 19

(l) Luas wilayah Desa Bengkoli, Kecamatan Sojol Utara adalah 3'160'96 H4

dengan batas wilaYah:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-toli;
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b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk Ogoamas I dan Kabupaten
Toli-tolil

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toli-toli; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Induk Ogoamas I.

(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam
bentuk Peta Dsa sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI, dan
merupakan bagian tidak terpisahksn dari Peraturan Daerah ini

Pengref 17

Desr Sindoss

Pasal 20

(1) Luas wilayah Desa Sindosa, Kecamatan Sindue Tobata adalah 2.063 Ha,
dengan batas wilayah:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Oti;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk Tamarenja;
c. Sebelah trmur berbatasan dengan Oti; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batusuya Goo.

(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pa& ayat (l) dituangkan dalam
bentuk Peta Desa sebagaimana tercsntum dalam lampiran XVII, dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf l8
Desa Tavanggeli

Pasal 21

(3) Luas wilayah Desa Tavanggeli, Kecamatan Pinembani adalah 1.010,03 Ha,

dengan batas administrasi sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Soi Kecamatan Marawola Barat

Kabupaten Sigi (Dusun No'o);
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk Tamodo;

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Panasibaja Kecamatan Marawola
Barat Kabupaten Sigi; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa So'i Kecamatan Marawola Barat

Kabupaten Sigi.



(4) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam

bentuk Peta Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII' dan

merupakan bagian tidak tJrpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

Pangraf 19

Dese Tanampulu

Pesal 22

(1) Luas wilayah Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan adalah l'530 Ha

dengan batas wilaYah :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Watatu; . .

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Malino lnduk;

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ongulara; dan

d. Sebelah barat berbatssan deigan Desa Sa{o Kabupaten Mamuju utara

Provinsi Sulawesi Barat'
(2) Batas-batas wilayah sebagimana dimaksud Pa{ lVat 

(.1) dituangkan dalam
*' 

;;k 
-P;; 'bl* 

,"u"l"itana tercantum dalam lampiran XIX' dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan uaeran lnl

Bagian Ketiga
Jumlah Penduduk

Pangref I
Desa Kanegalongga

Passl 23

Jumlah Penduduk Desa Kanagalongga' Kecamatan. Pinembani sebanyak 1500

i*.tu" f*" -t.l jiwa atau zzl lduiratus tu.luh puluh delapan) Kepala Keluarga'

Paragraf 2

o"ilff;""

Jumlah penduduk Desa Karavia, Kecamatan Pinembani sebanyak 1,949 !:"d!"
enam ratus empat puluh) jiw a'itau 275 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Kepala

Keluarga.
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Paragraf3

Desa Kaliburu Kata

Pasal 25

Jumlah Penduduk Desa Kaliburu Kata, Kecamatan Sindue sebanyak 960
(sembilan ratus) jiwa atau 240 (dua ratus empat puluh) Kepala Keluarga.

Paragraf4

Desa Lampo

Pasal 26

Jumlah Penduduk Desa Lampo, Kecamatan Banawa Tengah sebanyak 1.012
(seribu dua belas)jiwa atau 216 (dua ratus €nam belas) Kepala Keluarga.

PeragrrfS

Desa Wani Tiga

Pasal 27
Jumfah Penduduk Desa Wani Tiga, Kecamatan Tanantovea sebanyak 3.77E (tiga
ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) jiwa atau 900 (sembilan ratus) Kepala
Keluarga.

Paragraf 6

Desa Wani Lumbumpetigo

Pasal 28

Jumlah Penduduk Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea sebanyak
1.479 (seribu empat ratus tujuh puluh sembilan) jiwa atau 660 (enam ratus enam
puluh) Kepala Keluarga.
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Paragraf 7
Desa Lembasada

Prsal 29

Jumlah Penduduk Desa l,embasada, Kecamatan Banawa Selatan sebanyak 1.154

(seribu seratus lima puluh empat) jiwa atau 287 (dua ratus delapan puluh empat)
Kepala Keluarga.

Pengnf 8
Desa Sarombsvr

Pasd 30

Jumlah Penduduk Desa Sarombaya, Kecamatan Banawa Selatan sebanyak 1.002

(seribu dua)jiwa atau 256 (dua ratus lima puluh enam) Kepala Keluarga.

Paragraf 9
I)esa Salurumpu

Posal 3l
Jumlah Penduduk Desa Salusumpu, Kecamatan Banawa Selatan sebanyak 1.075

(seribu tujuh puluh lima) jiwa atau 215 (dua ratus lima belas) Kepala Keluarga.

Pangnf l0
Desa Long
Pesd 32

Jumlah Penduduk Desa Long, Kecamatan Damsol sebanyak 1.47E (seribu empat

ratus tujuh puluh delapan) jiwa atau 9'19 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan)

Kepala Keluarga.

Paragraf I I
Desa Labuan Lumbubaka

Pasrl 33

Jumlah Penduduk Desa labuan Lumbubaka, Kecamatan Labuan sebanyak 1.201

(seribu dua ratus satu) jiwa atau 303 (tiga ratus tiga) Kepala Keluarga.



Paragraf 12

Desa Kavaya
Passl 34

Jumlah Penduduk Desa Marana Kavay4 Kecamatan Sindue sebanyak 1.003
(seribu tiga)jiwa atau 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.

Paragraf l3
Desa Sipure

Pasal 35

Jumlah Penduduk Desa Sipure, Kecarnatan Balaesang sebanyak 1.525 (seribu
lima ratus dua puluh lima) jiwa atau 3M (tiga ratus empat) Kepala Keluarga.

Peragraf l4
Desa Krnpung Baru Sibayu

Pes.l 36

Jumlah Penduduk Desa Kampung Baru Sibayu, Kecamatan Balaesang sebanyak

1.639 (seribu enam ratus tiga puluh sembilan) jiwa atau 347 (tiga ratus empat
puluh tujuh) Kepala Keluarga.

Paregraf 15
Desa Simagaya

Pesel 37

Jumlah Penduduk Desa Simagay4 Kecamatan Balaesang sebanyak 1.340 (seribu

tiga ratus empat puluh) jiwa atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) Kepala

Keluarga.

Paragraf l6
Desa B€ngkoli

Pasal 38

Jumlah Penduduk Desa Bengkoli, Kecamatan Sojol Utara sebanyak 1.537(seribu

lima ratus tiga puluh tujuh) Jiwa atau 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Kepala

Keluarga.
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Paregref 17

Desa Sindoca

Pessl 39

Jumlah Penduduk Desa Sindosa, Kecamatan Sindue Tobata sebanyak 1.042
(seribu empat puluh dua) Jiwa atau 242 (dua ratus empat puluh dua) Kepala
Keluarga.

Paregref 18
Dosa Tevanggeli

Pe3rl40

Jumlah Penduduk Desa Tavanggeli, Kecamatan Pinembani sebanyak 2.743 (dua
ribu tujuh ratus empat puluh tiga) Jiwa atau 369 (iga ratus enam puluh sembilan)
Kepala Keluarga.

Peragraf l9
Desr Tenampulu

Pesal 4l
Jumlah Penduduk Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan sebanyak 1.005
(seribu lima) jiwa atau 219 (dua ratus sembilan belas) Kepala Keluarga.

BAB IV
PEMERINTAIIAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasrl 42

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 19 (sembilan belas) desa terdiri dari
Pemerintah Desa dan BPD.
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Bagirn Kedua

Pemerintah Desa

Psssl 43

(l) Pemerintahan Desa di 19 (sembilan belas) desa terdiri dari Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari SekreAris
Desa dan Perangkat Desa lainnya.

(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
atas :

a. Sekretariat:
b. Pelaksana Teknis lapangan; dan
c. Unsur kewi layahan.

(4) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di 19 (sembilan belas)
desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan
Daerah yang mengatur organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa.

Bagien Ketigr

Badan Permusvewrrrtrn Desa

Pasal {4

( I ) Anggota BPD di l9 (sembilan belas) desa adalah wakil dari masing-masing
Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan
cara musyawarah dan mufakat.

(2) Anggota BPD di l9 (sembilan belas) desa defenitif sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) terdiri dari Pemangku Adat, golongan profesi, Pemuka Agama
dan Tokoh atau Pemuka Masvarakat lainnva.

Pasal 45

Persyaralan dan lata cara p€netapan anggota dan pimpinan BPD di l9 (sembilan
belas) desa berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai BPD.
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BAB V
LEMBAGA KEMASYARAKATAI\

Pesel z16

(l) Di 19 (sembilan belas) desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan
' Desa.

(2) Pembentukan kmbaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada

_ ayat (l) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kmbaga Kemasyarakatan
Desa.

BAB YI
POTENSI DESA, SARANA DA.I\ PRASARANA DESA, DAN KEKAYAAN

DESA

Bagian Kesatu
Potensi Desa

Pasal 47

Potensi Desa di 19 (sembilan belas) desa terdiri dari potensi Sumber daya Alam
dan Potensi Sumber Dava Manusia.

Pcsll 48
Potensi Sumber Daya Alam di 19 (sembilan belas) desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43, meliputi:

- a. Desa Kanagalongga meliputi : Bidang Pertanian;
b. Desa Karavia meliputi : Bidang Pertanian;

. c. Desa Wani Lumbumpetigo meliputi : Bidang Pertanian, Peternakan dan
. Industri:

d. Desa Wani Tiga meliputi : Bidang Petemakan, Perkebunan dan lndustri;
e. Desa Lampo meliputi : Bidang Pertanian dan Industri;
f. Desa l.embasada meliputi : Bidang Pertanian, Petemakan, Perikanan dan

Kehutanan;
g. Desa Salusampu meliputi : Bidang Pertanian, Petemakan, Perikanan dan

PerLebunan:
h. Desa Sarombaya meliputi : Bidang Pertanian dan Industri;
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i. Desa Long meliputi : Bidang Peternakan, Perikaran, Industri dan

Perdagangan;
j. Desa labuan Lumbubaka meliputi : Bidang Peternakan dan Industri;
k. Desa Marana Kavaya meliputi : Bidang Peternakan dan Perikanan;

l. Desa Kampung Baru Sibayu meliputi : Bidang Pertanian, Petemakan,

Perhmbangan, Perdagangan dan Kehutanan;
m. Desa Simagaya meliputi : Bidang Pertanian, Petemakan dan Perekonomian;

n. Desa Sipure meliputi : Bidang Pertanian, Petemakan, Perikanan dan

Kehutanan:
o. Desa Bengkoli meliputi : Bidang Pariwisata dan Perikanan;

p. Desa Kaliburu Kata meliputi : Bidang Perkebunan dan Peternakan;

q. Desa Sindosa meliputi : Bidsng Pertambangan, Perkebunan dan Petemakan.

r. Desa Tavanggeli meliputi: Bidang Pertanian;

s. Desa Tanampulu rneliputi : Bidang Pertanian dEn Petemakan.

Pesd 49

(l) Potensi sumber daya manusia pada saat dibentuknya 19 (sembilan belas)

desa dapat diklasifikasikan menutur tingkat pendidikan dan jenis mata

pencaharian.
(2) kU"inUsi menurut tingktt pendidikan dan jenis mata pencaharian

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam lampiran XX' dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

Begian Kedua
Sarana Den Prasarana

Pasal 5|)

(l) Sarana dan Prasarana pada saat dibentuknya l9 (sembilan belas) desa terdiri

dari:
a. Perkantoran Pemerintahan Desa;

b. Pendidikan;
c. Peribadatan; dan

d. Olahraga.
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(2) Jumlah Sarana dxan Prasarana s€bagaimana. di.maksy! pada .ayat 
(l)

'-' 
iercarrtum dalam lampiran XXI, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Derah ini.

Bagian Ketige
*"Tffil?*'

(l) Pada saat dibentuknya 19 (sembilan belas) dese kekayaan 19 (sembilan
'-' U"fatl desa terdiri 

-dari 
tanah Desa yang akan dipergunakan untuk

Dembancunan Kantor Desa dan Tanah kas Desa'

1z) ffi;;"il;;lang diadakan atau diperoleh Pemerintah 19 (sembilan belas)
' ' d"r" setelah diietatkannya Peraturan Daerah ini yang dapat Eryp" .ry*

J".i U-g-- desa dan lainJain kekayaab desq wajib dimasukkan dalam

Daftar Inventarisasi Kekayaan Desa'

BAB VII
PENJABAT KEPALADESA

Prssl 52

( I ) Untuk oertama kalinya urusan penyelenggaraan pemerintahan 19 (sembilan

belas) iLesa dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa'

rZl ienlaUat Kepala Desa sebagaimana dimaisud pada ayat (l)' diusulkan oleh

'-' il;iL;ia Bupati sesuaikeientuan peraturan pe.rundang-undangan'

t:l p*g*gLt 
" 

fenlaUat fefaU Oesa C'i tS lsembilan belas) desa ditetapkan

dengan KePutusan Bupati'

tql i;iltu;'Supati sebagaimana dimaksud pada avat (3) ditetapkan paling

' ' iJa t0 (tiga pulutri hari sejak tanggal-diterimanya usul pengangkatan

Penjabat KePala Desa dari Camat'

Passl 53

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan' lenj.1Ua1 
Kepala Desa-di 19

(sembilan belas) d"ru ."tpunyui tugas pokok memfasilitasi pembenrukan BPD'
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(r)

(2)

pssd S{

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa di 19 (sembilan belas) desa ditetapkan
paling lama 3 (tiga) bulan rerhitung sejak taaggal pelanlikan dan berakhir
setelah pelantikan Kepala Desa di 19 (sembilan belas) desa yang didefenitif.

P{am hal janskr waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
trelum dilaksanakan pelantikan Kepala Desa di 19 (sembilan betasj de;
masa jabatan P_enjabat Kepala Desa di 19 (sembilan belas) desa dapat
diperpanjang paling lama I (satu) bulan.

BAB VItr
PEMBIAYAAII PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 55
(l) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 19 (sembilan

belas) desa Tahun 2012 disediakan biaya penyelenggaraan pemerintahan desa
(2) Biaya penyelenggtraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja pendapatan Desa
Induk Tahun Anggaran 2012.

(3) Biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa di 19 (sembilan belas) desa
Tahun 2012 ditetapkan sebesar l0% (sepuluh persen) dari jumtah
keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk Tahun Anggaran
2012.

KETENT?ffiTEfrurup
Pasal 56

Ketentuan yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau
Keputusan Bupati.
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Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya' memerintahkan pengundangan-Peratuan

' Daerah ini dengan p"-n"-putu*yu dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Donggala.

DitetaPkan di Donggala

Pada tanggal 30 Desember 20ll

BUPATI DONGGALA

nd.

HABIRPONULELE

Diundangkan di Donggal4
pada tanggal,30 Desember 201 I

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA!

+r#ffitmg#
NIP. 1953 0201 1982 03 I 007
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Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2O1I
NOMOR 16

KEPALA BAGIAI{ HUKUM DAI\ PERI,JNDAI\G-UNDAI\GAN,

/fk*u/'{'
MUZAKIR PAI\TAS. SH.. MH

NIP. 1960 0305 1994 03 I 003.
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I.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KAB{JPATEN DONGGALA
NOMOR 17 TAIITJN 2OII

TENIA}IG

PEMBENTTJKAN DI 19 (SEMBILAN BELAS) DESA
DI KABUPATEN DONGGALA

UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2fiX tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 telah memberikan paradignr bani dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Salah satu paradlgrna baru dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagaimana yang diammanatkan dalam penjelasan

umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah pengaturan

pemerintahan desa yang dilandasi oleh pemikiran keanekaragaman'

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan itu, untuk lebih mengimplementasikan p€ngaturan

mengenai desa, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menjadi pedoman

bagi Pemerintah Kabupaten/Kot! untuk mengatur penyelenggaraan

pemerintahan desa berdasarkan kewenangan otonomi daerah yang

ii.ilikiny". Selain Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut'

Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah menetapkan pula

beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang merupakan penjabaran

lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Salah satu

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai desa adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status

Desa Menjadi Kelurahan.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tersebut, Pemerintah Daerah
berdasarkan kewenangan otonomi daerah yang dimiliknya
berwenang melakukan pembentukan desa yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten. Untuk melakukan pembentukan des4
Pemerintah Daerah harus memperhatikan persyaratan pembentukan
desa sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi paling
sedikit I .000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga;

b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan

dan pembinaan masyarakat;

c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi
antar dusunl

d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat

beragama dan kehidupan bermasyarakat sesu'i dengan adat

istiadat setempat;

e. Potensi desa yang rneliputi sumber daya alam dan sumber daya

manusia:

f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
g. Sarana dan prasarana yairu. tersedianya potensi infrastruktur

pemerintahan desa dan perhubungan.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.;

Pasal 4
AYat (l) cukuPjelas
Ayat (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh

Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

50.000.
Pasal 5

Ayat (l) cukuPjelas
Ayat (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh

Kantor Badan
Pertsnahan Nasional Kabupat€n Donggala dengan skala I :

50.000.
Pasal 6

Ayat (l) cukuPjelas
' Ayat (2) Peta desa yang akan dib€ntuk yang dikeluarkan oleh

Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

50.000.
Pasal 7

AYat (l) cukuPjelas
Ayat (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh

Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

50.000.
Pasal 8

AYat (l) cukuPjelas
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Aya'r (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh
Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :
50.000.

Pasat 9
Ayat (l) cukupjelas
Ayat (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh
Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala | :

50.000.
Pasal l0

Ayat (l) cukupjelas
Ayat (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh
Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

50.000.
Pasal I I

Ayat (l) cukupjelas
Ayat (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh
Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

50.000.
Pasal 12

Ayat (l) cukupjelas
Ayat (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh
Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

50.000.
Pasal 13

Ayat (l) cukupjelas
Ayat (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh
Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala | :

50.000.
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Pasal 14

Ayat (l) cukuPjelas
ayut 

'til 
Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluar*an oleh

Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

s0.000.
Pasal 15

Ayat (l) cukuPjelas
nyat 

'ti) 
Peta iesa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh

Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala l :

s0.000.

Pasal 16

Ayat (l) cukuPjelas
nv", 

'tb 
Peta iesa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh

Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

s0.000.
Pasal 17

Ayat (l) cukuPjelas
nyat 

'12) 
Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh

Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

50.000.
Pasal lE

Ayat (l) cukuPjelas
,cyat 

'til 
Peta iesa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh

Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaien Donggala dengan skala I :

50.000.
Pasal 19

Ayat (l) cukuP jelas

nv", 
'til 

Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh

Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

50.000.
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Pasal 20
Ayat (l) cukupjelas
Ayat (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh
Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

' 50.000.
Pasal 2l

Ayat (l) cukupjelas
Ayat (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh
Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

50.000.
Pasal22

Ayat (l) cukupjelas
Ayat (2) Peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh
Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala I :

50.000.
Pasal 23

Cukup Jelas.
Pasal 24

Cukup Jelas.
Pasal 25

Cukup Jelas.
Pasal 26

Cukup Jelas.
Pasal 27

Cukup Jelas.
Pasal 28

Cukup Jelas.
Pasal 29

Cukup Jelas.
Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 3 I
Cukup Jelas,
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Pasal 32

Pasal 33

- Pasal 34

Pasal 3 5

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 3 8

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 4l

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas

Cukup Jelas.

. Pasal 45

Pasal 50
Cukup Jelas.
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Pasal 5 I
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasd 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR T6

J4+



t-AMPtRAI'l I : PERA'|URAN DAERAH KAIIUPATEN DOIICCAIA
Non,lOR : 16 TAHUN 2Ol I
TANGCAT : 30 DESEMIIER 201 I
TENTANG : PEMBENTUKAN I9 (SEMBILq,N BELAS) DESA DI KABUPATEN DONGGAII

PETA DESA : KANAGALONG(}A
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IAMPIRAN lI : PERATUIIAJ,I DAEMH KABUPATEII DONGCALA PETA DESA : KAROWLANOMOR : 16 TAHUN 2Oll
TANCGAL : 30 DESAMBER 201I
TENTANG r PEMBENTL KAN 19 (SoMBILAX BEr-ASl DESA DI KABUPATEN DONCOAIA
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PE-TA DeSA : KAUBURU KATA
L-Ai\'PIRAN Ill I PERATUR\N DAEIIAII fIABUP TEN DONCC.Ajj
NoYOR : 16 TMUIi 201I
TANC,CAT : 30 DESEIIBER 2ol I
irvr,u," , pEMBENTUTGT 19 (sEMBILAN BEIAS) DEsA Dl KABUPATEN DoNGcAIA
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LAI{PIRAN IV : PERATURAN DA.llRA}l KABUPATEN DO:{C'GAIA
NoMoR : 16 TAHUN 201I
TANCOA-I- | 30 DESEMBER 20r I
TENTANC :PEMBEI{TUI(AN 19 (SEMBIT,AI BEI,AS) DESA Dl KABUPATEN DONGGAIA

P€TA DriSA I LAMPO



LAIT,IPIRAN V : PEMTURAN DAERAH KATIUPATEN DONGCAIA
NOMOR :16TAHUN20ll
TANGGAI : 30 DESEMBER 20 I I
TENTANG : PEMBENTUKAN 19 (SEMBIII.N BEt A,S) DESA DI KABUPATEN

DONCCAI,A

PETA DESA : wANl nI
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DESA WANI ItI
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PETA DESA : WANI LUMBUMPETIGo
i.,r'.il)lR,\li Vl : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONCGALA;'i0lvloR : 16 TAHUN 2Ol I
TANGGAL : 30 DESEMBER 2Ot I
TENTANG : PEMBENTUKAN 19 (SEMBILAN BEI..AS} DESA DI KABUPATEN DONGGAI.A
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IAMPIRAN lru : PERA,I.IJRAN DADRAH KABUPATEN DONGCAIJ{
NOMOR r!6TAIIUN2Orl
TANGCAI- : 30 DESEMSER 20I I
rBr'IrAi.rc : PEMBEI{TUI(AN t9 (SEMBnAN BELASI DESA DI KABUPATEN DONCCAIA

PETA OESA : LDM&{S DA

0
- )*.---)./

i

\

AUPATI DONOOALA

FAIII PO'IUIIL|'



|l,felnrx vrU PERATURAN DA-eRAlt KAAUPATEN DONccAtAI6 TAHUN 20 I I,:\i,oG,\-L :30 DESEMAER 20l IrENrANc :'EMBEN.'(AN 19 (SEMBTLAN BEIA.) DESA Dl KABU'ATEN DoNGcAL

PETA DESA : SARoMBAY 
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LJMPIRAN lX : PERATURAN DAgRA}I KABUPATEN DONOGAIA
NOI\{OR : 16 TA}IUN 2Ol I
'IANC(;AL i 30 DESEMBER 20l I
iliNTAilc r PEIVIBENTUKAN 19 (SEMBIIAN BEIASI DESA DI KABUPATEN DONOCATA

PETA DESA : SAIUSUMPU



I-AMPIRAN X :PER^?URnX DAERAII KAEIUPATEN DONCCAIA
NO|\{OR :16IAHUN20ll
'iAliG(i,\;- : 30 DESEMBER 20l I
I IJNTAJ{G :PEMBENTUKA.II 19 (SEMBILAN BEIASI DESA DI KABUPA?EN DONGGAI.^

PETA DASA LONG
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L"{MPIRAN Xl :PERATURAN DAERNI KABUPATEN DONOCAIA
NOI\{OR :16TAHUN2Oll
TANGCA! :30 DESEMBeR 201I
rENrANc , PEMBENTUKAJ',| 19 (SEMBILAN BELAS) DESA Dl XAaUPATEN DONCCAIA

PETA DESA : l:tAUAN LUMBUBN(A
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I.A.MPIRAN )OI : PERATURAN DA.ERAH KABUPATEN DONCGAI.A
NOI\,IOR : 16 TAHUN 201I
TANC'GAL : 3O DESEMBER 2O1 I
rENrANc : PEbIBENTUKAN 19 (SEMBIL^AN BEr-ASl DESA Dl KABUPATEN DONGGAIA

PETA DASA: KAVAYA
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ilY.ll N )orr I PERATURAN-DAERAH KABUPATEN DoNccAlANOl,tOR : 16 TAHUN 20 I rTANGCAL ; 30 DESEMBER 201 IrENrANo : PEIV|BENTUKAN 19 (sEMBIT.AN BErAs) DE.A DI KABU.ATEN DoNGcAra

PETA D&SA : SIPURE
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IAMPIRAI.I )gV PERATURAII DAEIIAH KAaUPATEN DONC,GAIA
NolvloR : 16 TAHUN 2oll
TAI{GCAI- : 30 DESEI,IBER 201I
TENTANG :PEMBENTU(AN 19 ISEMBIIAN BELASI DESA DI KC.BUPATEN DONO<)AIA

PSTA DESA : KAMPUNG BARU AII]AYU
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PSTA DESA : SIMiGAYA

!-\MPIR,\N XV

NOMOR
TANCCAL
TEMANG

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOI{C'CALA

: 16 TAHUN 2Ol I

' ;gfl""ttt#ir%iii; (.EMBTLAN BEL^.) DESA DI KABUPATEN DoNcoArA
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PETA DESA: BENGKOU
I,AMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGAIA
NOI{OR : 16TAHUN20ll
TANGGAL : 30 DESEMBER 201 I
TENTANG : PEIvIBENTUKAN 19 (SEMBILAN BErAsf DESA Dl KABUPATEN DONGOAIA
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lAMPlRAlt XVll :PEMTURAN DAERAII KABUPATEN DOI{GCATA
NOMoR I 16 TAHUN 2Ol I
TANOCA! : 30 DESEMBER 20l I
TENTANG :PEI|?IBENTUKAN 19 (SEMBILAN BELAS) DESA Dl KABUPATEN DONCOAIA

!i

PETA DESA r SINDOS^
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LAI'IPIRAN Xvlll : PERATURAN DAERAH XAITUPATEN DONCJGAT,^
NoMoR :16TAHUN20ll
TANCOAI. r 30 DESEMBER 2Ol I
TENTANa :PEMBEI{TUKAN 19 {SEMBIIAN BETAS) DESA DI KABUPATEN DONGGAIA

PET DESA I TAWANGCEU



IAMPIRAN Xlx : PERATURAN DAERAH KA-BUPATeN DONGOATANOI\,IOR I t6 TAI-IUN 2Ol I
TANCCAL : 30 DES!:MBER 20l I
TENTANG IPEMBENTUKAN 19 (SEMB|TAN BEI.ASI DESA DI KABUPATEN DONCGAIA

PBTA DESA : TANA-i.{PULU
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